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Membaca

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUFATEN BUTON UTARA,

Surat Pimpinan Yayasan Bahnul Ulum Nomor: 23/Y-BUMNI2015 Tanggal 4

Juni

2015 Perihal: Permohonan |zin Pendirian Satuan  Pendidikan

Monformal beserta lampirannya.

w

bahwa dalam rangka meningkatkan layanan, peruasan  dan
pemerataan kesempatan yvang memadai‘cukup bagi masvarakat untuk
memperoleh Pendidikan Nenformal (FNF) sera untuk meninglkatkan
partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan PNF, maka perlu
pendirian satuan PNF  sesual standar dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yeng berlaky;

bahwa hasil verifikasi berkas persyarafan pendinan menunjukan
Satuan PNF Sejenis (Yayasan Bahrul Ulum) telah memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan izin pendirian,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a dan b diatas. maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
FPendidikan.

Undang-Undang NMomor 20 Tahun 2003 teniang Sistem Pendidikan
Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomoaor
78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430173,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomar 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia NMomaor 4588);
Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2007 tantang Pembentukan
Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Dasrah
{Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Mamor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Momeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintanan Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 56799,

Peraturan Pemenntah Nomor 73 Tahun 1291 tentang Pendidikan Luar
Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1891 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
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Feraturan Femenntah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1992
MNomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3484}, sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2000 tentang Perubahban Atas Peraturan Pemerintah
MNomor 38 Tahun 1882 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91},

Feraturan Pemenntah MNomor 39 Tahun 1992 tentang Feranserta
Masyarakat Dalam Pendidikan Masional {(Lembaran Negara Republik
Indonesia dan Tamkahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992)

Peraturan Femerntah MNomor & Tahun 2003 fentang Pedoman
Operasional Perangkat Dasgrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonasia Nomor 42682);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
4456 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Momar 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Femerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
{Lembaran Negara Republk IndonesiaTahun 2013 Nomer 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Peamerintah Daerah
Frovinsi, dan Femenntah Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomer 47377

FPeraturan Femernintah MNomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Ferangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonssia
Tahun 2007 Momor B89, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4741):

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Fenyelenggaraan Pendidkan (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomeor 23. Tambahan Lembaran Megara Republik
indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Femenntah Republik Indonesia Nomor €68 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomer 17 Tahun 2010 tentang
Fengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidkan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 MNomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementeran
Fendidikan dan Kebudayaan,

Peraturan Menteri Pendidikan Masional Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;

Feraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2009 tentang Sistern Penjaminan Mutu Pendidikan;

Feraturan Menter Pendidikan Masional Republik Indonesia Momor 20
Tahun Z010 tentang Noma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang
Fandidikan:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Momar §1 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan FPendidikan Nonformal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877),
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18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentuka™
Organisas| dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara
{Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerga Dinas Daerah
Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daersh Kabupaten Buton Utara

Tahun 2010 Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
Menatapkan
KESATL Membenkan lzin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Yayasan

Bahrul Ulum) yang berlokasi di Desa Marga Karya Kecamatan Kulisusu
Baral Kabupaten Buton Utara kepada Tuan Ahmad Nahru Roziqoni selaku
Pimpinan Yayasan Bahrul Ulum untuk menjalankan Program Pendidikan
Nonformal (FMNF)

KEDLA . 1zin Pendirian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas, berlaku
selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
tanggal 22 Juni 2018 dan mengajukan permohonan perpanjangan izin
pendirian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) har ssbelum masa berlaku
izin pendinan berakhir

KETIGA : Yayasan Bahrul Ulum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas,
agar menjalankan/menyelenggarakan program PNF sehingga dapat
memenunl fungsi sosialnya terhadap masyarakat, dengan senantiasa
berpedoman pada ketentuan peraturan pemundang-undangan yang berlaku:

KEEMPAT : Yayasan Bahrul Ulum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas,
memiliki hak dan kewajiban sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan yang beriaku;

KELTMW A . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan didalamnya,
akan diadakan perubahan dan perbaikan sehagaimana mestinya;

Ditetapkan di_ B
pada tgn@a{{ & Juni 2015

9591831 198603 1 268

Tembusan :

Mendikbud u.p Dirjen PALID Dikmas Kemdikbud RI di Jakarta
Bupati Buton Utara di Buranga;

Ketua DFRD Kabupaten Buton Utara di Buranga;

Kadis Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari:

Kepala BAPPEDA Kabupaten Buton Utara di Buranga;

Fenilik PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara di Buranga;
Pimpinan Yayasan Bahrul Ulum untuk diketahui dan dilaksanakan;

Arsip.
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